




I. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh PPID Utama Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

NO INFORMASI
DASAR HUKUM PENGECUALIAN

INFORMASI
KONSEKUENSI JANGKA

WAKTUAPABILA DIBUKA MANFAAT APABILA
DITUTUP

9 Rincian harga
penawaran dari
calon penyedia
barang dan jasa
yang
pengadaannya
dilaksanakan oleh
RSUD Bendan
tahun 2022

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat;

2. Undang - undang Nomor 14 Tahun
2008 pasal 17 huruf b tentang KIP

Menghambat kesuksesan
kebijakan karena ada
pengungkapan secara
prematur (informasi apabila
bukan menimbuklan penilaian
tidak objektif)

Efisiensi Anggaran
karena diperoleh
penawaran harga
wajar

1 (satu)
tahun atau
sampai
dengan
penetapan
pemenang
sesuai
dengan
Perpres
Nomor 12
Tahun 2021
tentang
pengadaan
barang/jasa
pemerintah





LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 060/1454

Pada hari ini, senin tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu (14/06/2022) bertempat di RSUD Bendan Kota Pekalongan telah

dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

No Informasi
Dasar Hukum
Pengecualian
Informasi

Konsekuens
JangkaWaktu

Apabila Dibuka
Manfaat Apabila

Ditutup
1 Rincian harga

penawaran dari calon
penyedia barang dan
jasa yang
pengadaannya
dilaksanakan oleh
RSUD Bendan tahun
2022

1. Undang - undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat;

2. Undang - undang Nomor 14
Tahun 2008 pasal 17 huruf b
tentang KIP

Menghambat
kesuksesan kebijakan
karena ada
pengungkapan secara
prematur (informasi
apabila bukan
menimbuklan penilaian
tidak objektif)

Efisiensi Anggaran
karena diperoleh
penawaran harga wajar

1 (satu) tahun atau
sampai dengan
penetapan pemenang
sesuai dengan Perpres
Nomor 12 Tahun 2021
tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah
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